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ABSTRAK
PENGARUH DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Oleh :
Johannes Gerry Sitinjak; Fachrizal Bachri; Imelda

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh derajat desentralisasi fiskal dan
pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan
periode 2008-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
diperoleh dari Badan Pusat Statistik Pusat (BPS) Provinsi Sumatera Selatan. Teknik analisis
yang digunakan adalah regresi data panel dengan model terpilih yaitu Fixed Effect Model (FEM).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi
secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota
Provinsi Sumatera Selatan, dan secara individu derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap kemiskinan. Koefisien determinasi sebesar 0.775764, yang berarti bahwa
variasi variabel kemiskinan sebesar 77.57 persen dapat dijelaskan oleh derajat desentralisasi
fiskal dan pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: Derajat Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan
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Ketua Anggota

Drs. Fachrizal Bachri, M.Sc Imelda, S.E.. M.S.E

Nip. 195710201984031002 Nip.197703092009122002
Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Y

Dr. Suhel, M.Si.

NIP. 196610141992031003

viii



ABSTRACK

THE EFFECT OF DEGREE OF FISCAL DECENTRALIZATION AND ECONOMIC
GROWTH ON POVERTY IN THE DISTRICTS/CITIES OF SOUTH SUMATERA
PROVINCE

= By:
Johannes Gerry Sitinjak; Fachrizal Bachri; Imelda

This study aims to determine the effect of the degree of fiscal decentralization and economic
growth on poverty in the districts / cities of South Sumatra Province for the period 2008-2017.
The data used in this study are secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS)
of South Sumatra Province. The analysis technique used is panel data regression with the
selected model namely Fixed Effect Model (FEM). The results of this study indicate that the
degree of fiscal decentralization and economic growth together have a significant influence on
poverty in the districts / cities of South Sumatra Province, and individually the degree of fiscal
decentralization has a positive and significant effect on poverty and economic growth has a
negative and significant effect on poverty. The determination coefficient is 0.775764, which
means that the variable variation in poverty by 77.57 percent can be explained by the degree of
fiscal decentralization and economic growth.

Keywords: Degreee of Fiscal Decentralizations, Economic Growth, Poverty
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan permasalahan yang klasik dan mendasar
bagi sebagian besar negara yang sedang berkembang termasuk di Indonesia.
Kemiskinan bukan hanya semata-mata mempersoalkan kurangnya pendapatan dan
kepemilikan harta, akan tetapi lebih luas dari pada itu. Kemiskinan adalah masalah
rendahnya kualitas sumber daya manusia; kemiskinan adalah masalah sandang,
pangan dan papan; kemiskinan adalah masalah lapangan kerja; dan kemiskinan
adalah masalah ketidakpastian masa depan, singkatnya kemiskinan adalah masalah

serba kekurangan (Nanga, 2006).

Upaya penanggulangan untuk mencegah dampak yang lebih luas diakibatkan
permasalahan kemiskinan ini seperti dampak sosial yang dapat menimbulkan tingkat
kejahatan yang terus meningkat karena orang berusaha mencari cara untuk memenubhi
kebutuhan hidup, dan rasa aman bagi masyarakat pun terganggu dan pada akhirnya
akan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kemiskinan
dapat mengakibatkan kualitas pembangunan manusia yang rendah karena
ketidakmampuan masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan

pokoknya (Musa, 2014).



Permasalahan dan dampak dari kemiskinan ini menjadi pusat perhatian utama
sebagai sasaran pembangunan nasional yaitu menurunkan tingkat kemiskinan yang
sudah menjadi salah satu penyakit dalam perekonomian. Di Sumatera Selatan sendiri,
kemiskinan masih dianggap sebagai persoalan yang serius, terlihat pada tingkat

kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1.1. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Selatan Menurut
Kabaupaten/Kota, Tahun 2016-2017

Kabupaten/Kota 2016 2017
Ogan Komering Ulu 13.29 12.95
Ogan Komering Ilir 16.03 15.75
Muara Enim 13.56 13.19
Lahat 17.11 16.81
Musi Rawas 14.30 14.24
Musi Banyuasin 17.27 16.75
Banyuasin 11.72 11.47
OKU Selatan 10.95 10.98
Oku Timur 11.29 11.00
Ogan Ilir 13.80 13.58
Empat Lawang 12.54 12.44
Palembang 12.04 11.40
Prabumulih 11.44 11.42
Pagar Alam 9.19 8.89

Lubuk Linggau 13.99 13.12
Sumatera Selatan 13.54 13.19

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan (data diolah, 2016-2017)

Kabupaten Lahat dan Musi Banyuasin menjadi kabupaten dengan tingkat
kemiskinan tertinggi di antara 15 kabupaten/kota lainnya, yaitu pada 2016
kemiskinan kemiskinan Kabupaten Lahat sebesar 17.11% dan Kabupaten Musi

Banyuasin sebesar 17.27%. Kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan terendah di



antara kabupaten/kota lainnya adalah kota Pagar Alam dengan tingkat kemiskinan
sebesar 9.19% di 2016 dan 8.89% di 2017 dengan jumlah penduduk 136,605 jiwa.
Kota Palembang dengan jumlah penduduk terbanyak pada kabupaten/kota di
Sumatera Selatan memiliki tingkat kemiskinan sebesar 12.04% tahun 2016 dan

11.40% tahun 2017.

Kabupaten OKU Selatan menjadi satu-satunya daerah yang mengalami
peningkatan kemiskinan, yaitu sebesar 0.03%. Tingkat kemiskinan OKU Selatan
tahun 2016 sebesar 10.95% menjadi 10.98% di 2017. Sedangkan 14 kabupaten/kota
lainnya mengalami penurunan tingkat kemiskinan. Kota Lubuk Linggau menjadi
daerah yang mengalami penurunan terbesar tingkat kemiskinan yaitu sebesar 0.87%,

dari tingkat kemiskinan sebesar 13.99% pada tahun 2016 menjadi 13.12% di 2017.

Dilihat dari masih cukup besarnya jumlah penduduk miskin tersebut,
menjadikan permasalahan ini sebagai persoalan yang serius dan karenanya
diperlukan upaya-upaya pemecahan yang lebih serius pula. Peran pemerintah sebagai
pembuat keputusan diharapakan dapat hadir sebagai jawaban atas permasalahan
tersebut, setiap pemerintah mempunyai cara tersendiri dengan mengeluarkan berbagai
kebijakan dan program tersendiri seperti program beras untuk keluarga miskin
(RASKIN), program bantuan operasional sekolah (BOS), dan program jaminan

kesehatan masyarakat (JAMKESMAS).



Pada dasarnya suatu pemerintahan memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan
kesejahteraan seluruh rakyatnya. Fokus utama pemerintah dalam mencapai tujuan
tersebut adalah meningkatkan perekonomian yang diukur dengan besarnya
pendapatan daerah (Sasana, 2009). Semakin besar pendapatan daerah maka
pemerintah memiliki dana yang besar untuk membiayai kegiatan pembangunan dan
meningkatkan layanan kepada masyarakat. Keadaan perekonomian juga sering
menjadi titik acuan dalam menilai kinerja pemerintah yang berkuasa di jamannya.
Dengan demikian perekonomian merupakan hal yang sangat penting bagi

keberlangsungan suatu pemerintahan.

Perubahan sistem pemerintahan dari terpusat (sentralisasi) menjadi
desentralisasi pada tanggal 1 januari 2001 memampukan pemerintah lebih optimal
dalam mengelola potensi dan kekhasan yang dimiliki daerah, pada sistem sentralisasi
kekuasaan sepenuhnya dipegang pemerintah pusat dalam hal ini daerah

kabupaten/kota tinggal melaksanakannnya saja.

Program-program pembangunan daerah yang dibuat pemerintah pusat harus
diterima oleh pemerintah daerah walaupun tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat
daerah sehingga akan menyebabkan ketidakefisienan kebijakan, serta menyebabkan
kurang terlihatnya peran dari pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan
daerah. Untuk dapat melihat apakah kabupaten/kota bisa melaksanakan otonomi

dengan baik dapat dilihat dari besarnya derajat desentralisasi fiskal (DDF), yaitu



dengan menggunakan variabel pokok kemampuan keuangan daerahnya (Muryawan

& Sukarsa, 2016).

Kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan untuk memampukan keuangan
daerah dan memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengelola segala potensi
keuangan daerah secara optimal. Melalui pemberian kewenangan penerimaan dan
kewenangan pengeluaran yang nantinya akan memberikan dampak positif jika di
alokasikan secara tepat, dengan demikian pada gilirannya dapat meningkatkan

pendapatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.

Menurut (Sudewi & Wirathi, 2013) bahwa desentralisasi fiskal akan
memberikan dampak positif terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin bila
diikuti dengan adanya kenaikan pada pendapatan perkapita. Desentralisasi fiskal tidak
hanya dapat mengetahui masalah kemiskinan tetapi dapat menjadi pendorong untuk

prospek pertumbuhan ekonomi di daerah otonomi.

Pertumbuhan ekonomi adalah bagian penting dari pembangunan sebuah
negara, bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu indikator penting untuk menjelaskan
bahwa suatu negara itu mampu secara finansial atau sejahtera, dengan pertumbuhan
ekonomi yang meningkat di masing-masing provinsi mengindikasikan bahwa
pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat

mengurangi tingkat kemiskinan (Sunusi, Kumenaung, & Rotinsulu, 2014).



Menurut (Manek & Badruddin, 2016) pertumbuhan ekonomi daerah tercermin
melalui pertumbuhan PDRB. Berdasarkan data yang di peroleh melalui Badan Pusat
Statistik Sumatera Selatan, laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Selatan
selama 5 periode terakhir mulai mengalami penurunan pada 2013 sebesar 5.62% dan
terus mengalami penurunan selama dua tahun berikutnya, pada tahun 2015 laju
pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan drastis
menjadi 0.05% dan menjadikan tahun 2015 sebagai laju pertumbuhan PDRB

terendah selama penelitian tahun 2008-2017

Setelah mengalami penurunan laju pertumbuhan PDRB yang drastis pada
tahun 2015 Provinsi Sumatera Selatan terus berbenah sehingga pada tahun 2016 laju
pertumbuhan PDRB menjadi 4.88% artinya laju pertumbuhan PDRB meningkat
sebesar 4.83%. Akhir periode laju pertumbuhan PDRB pun mengalami peningkatan
menjadi 5.40%, perubahan peningkatan tersebut tentu tak lepas lepas dari kontribusi

laju pertumbuhan PDRB masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh derajat desentralisasi fiskal, dan pertumbuhan ekonomi terhadap

kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.

1.3  Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh derajat desentralisasi fiskal, dan pertumbuhan ekonomi

terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.



1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan informasi kepada pembaca dan masyarakat mengenai
desentralisasi fiskal, derajat desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan

kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi serta masukan kepada pemerintah dalam upaya

pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.
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